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KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN PELAYANAN
PUBLIK MENUJU GOOD GOVERNANCE

Praptining Sukowati
Universitas Merdeka Malang
atieunmer@yahoo.corn

ABSTRAK

Penciptaan tata pemerintahan yang baik dan pemberantasan kemiskinan, dibutuhkan
kerja sama dari berbagai elemen masyarakat. Bukan hanya pemerintah harus berandil
besar, tetapi juga sektor swasta dan masyarakat sendiri memiliki yang sama. Dengan
pola pembangunan dari bawah (grass root), setidaknya beban pembangunan yang ada
di pemerintah berkurang. Orang-orang saat ini menyadari berbagai informasi dan kritis
hal-hal yang terjadi. Orang-orang juga lebih cerdas, kritis dan variatif dalam memilih
barang yang akan dibeli, mereka akan memperhatikan gambar yang diciptakan oleh
perusahaan, seperti apakah perusahaan memiliki kontribusi positif bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat, apakah keberadaan perusahaan bukan merupakan bencana
di masyarakat baik jangka pendek dan jangka panjang. Dengan konsumen terlihat juga
selektif kritis pada apakah perusahaan tidak melakukan hal-hal seperti tidak benar
lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, manipulasi pajak dan penindasan hak-hak
pekerja.

Kata Kunci: kebijakan, tanggung jawab sosial perusahaan, tata kelola yang baik

ABSTRACT

The creation of good governance and the eradication of poverty, it needs the
cooperation of the various elements of society. Not just government should play a major
role, but also the private sector and communities themselves have the same. With the
development pattern from the bottom (grass root), at least the burden of existing
development in the government reduced. People today are aware of various information
and critical of things that happen. People are also more intelligent, critical and fariatif
in selecting the items to be bought it, they will pay attention to the image that was
created by the company, such as whether the company has a positive contribution to
improving the welfare of the community, whether the existence of the company is not a
disaster in the community both short-and long-length. With consumers also selectively
critical look at whether a company is not doing things like improperly environmental,
natural resource exploitation, tax manipulation and suppression of workers' rights.
Keywords : policy, CSI?, Good Governance

PENDAHULUAN

Terciptanya good governance clan scbagai upaya pemberantasan kemiskinan,
diperlukan kerjasama dari berbagai elemcn masyarakat. Bukan hanya pemerintah yang
harus berandil besar, melainkan juga sektor privat dan masyarakat sendiri mempunyai
kewajiban yang sama. Dcngan pola pcmbangunan yang bcrasal dari bawah (grass root),
setidaknya beban pembangunan yang ada di pemerintah dikurangi. Masyarakat saat ini
sudah mengetahui berbagai informasi dan kritis terhadap hal-hal yang terjadi.
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Masyarakat juga lebih cerdas, kritis dan tariatif dalam memilih barang yang akan
dibelinya, meraka akan rnemperhatikan image yang diciptakan oleh perusahaan
tersebut, misalnya apakah perusahaan telah berkontribusi positif terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat, apakah keberadaan perusahaan tidak menjadi bencana di
tengah masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan Kkritis
konsumen juga selektif melihat apakah suatu perusahaan tidak melakukan halhal tidak
terpuji seperti perusakan lingkungan, eksploitasi sumberdaya alam, manipulasi pajak
dan penindasan terhadap hak-hak buruh.

Eksistensi suatu perusahaan tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat sebagai
lingkungan eksternalnya. Ada hubungan resiprokal (timbal balik) antara perusahaan
dengan masyarakat. Perusahaan clan masyarakat adalah pasangan hidup yang saling
memberi dan membutuhkan. Kontribusi dan harmonisasi keduanya akan menentukan
keberhasilan pembangunan bangsa. Dua aspek penting harus diperhatikan agar tercipta
kondisi sinergis antara keduanya sehingga keberadaan perusahaan membawa
perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dari aspek
ekonomi, perusahaan harus berorientasi mendapatkan keuntungan (profit) dan dari
aspek sosial, perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada
masyarakat yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya.
Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan
keuntunganilaba perusahaan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab
sosial dan lingkungannya. Jika masyarakat (terutama masyarakat sekitar) menganggap
perusahaan tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya serta tidak
merasakan kontribusi secara langsung bahkan merasakan dampak negatif dari
beroperasinya sebuah perusahaan maka kondisi itu akan menimbulkan resistensi
masyarakat atau gejolak sosial.

PEMBAHASAN

Good Governaniv Dalam Pelayanan Publik

Menurut Sukowati, 2012, secara umum, good governance atau kepemerintahan
yang baik, dapat diartikan "dijalankannya dengan baik (good) ketiga domain yang ada
dalam governance atau kepemerintahan. Ketiga domain governance itu adalah: (1) negara
atau pcmerintahan (state); (2) sektor swasta atau dunia usaha (private sector); dan (3)
masyarakat (society). Secara konseptual, pengertian kata baik (good) dalam istilah
kepemerintahan yang baik (good governance) mengandung dua pemahaman, yaitu:
Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilainilai
yang dapat meningkatkan kernampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional)
kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial, Kedua, aspek-aspek
fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk
mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sehingga dengan demikian tugas pemerintah dalam
memenuhi layanan publik tidak semata merupakan tanggungjawab pemerintah saja,
namun juga merupakan tanggungjawab bersama termasuk dalam hal ini adalah sektor
swasta khususnya entitas bisnis. Untuk lebih jelasnya gambar dibawah ini menunjukkan
peran dari masing-masing aktor pembangunan (pelayanan publik).

Kebijakan CSR merupakan perwujudan komitmen yang dibangun oleh
perusahaan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan
masyarakat. Untuk mempertahankan going concern tidak dapat dicapai hanya dengan
mengejar earning. Earning yang tinggi belum tentu menjamin kelangsungan hidup
perusahaan karena earning merupakan permainan dan proksi akuntansi. Earning bisa
direkayasa dan kernampuan untuk merekayasa tersebut merupakan akal - akalan
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akuntansi yang disebut dengan window dressing. Melalui window dressing perusahaan
yang mengalami rugi bisa dibuat laba dan perusahaan yang mengalami laba tidak stabil
bisa diatur menjadi stabil sehingga kepercayaan analis bisnis tidak terganggu dengan
sendirinya. Dengan demikian, tidak diperlukan usaha yang serius dan bersusah payah untuk
meningkatkan earning karena dengan permainan dan rekayasa akuntansi earning tersebut
dapat ditingkatkan dengan merekayasa discretionary expenses. Tanggung jawab
perusahaan tidak hanya meningkatkan kemakmuran pemilik yang lebih menekankan
pendekatan ekonomi, tetapi yang lebih penting adalah menjaga hubungan yang harmonis
dan selaras dengan kreditor, investor, pemerintah, karyawan, dan masyarakat sekitarnya.
Keselarasan hubungan ini diharapkan mampu memperpanjang going concern perusahaan.
Untuk menunjukkan keselarasan hubungan ini setiap perusahaan diharapkan memiliki
perhatian dan tanggung jawab yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan
kepentingan sosial. Hal ini selarsa dengan konsep good governance, yang merupakan suatu
konsep tentang bagaimana sebaiknya kebijakan publik itu dibuat dengan melibatkan aktif
Pemerintahan sendiri, Sektor Swasta (CSR), Civil Society (LSM, kelompok profesional dan
sebagainya).

Aktor Peran dalam Bentuk output peran \ Fasilitasi \
pemberdayaan  Kebnakan: pohlik. Dana. jaiinan. alit, teknologt.
Peale, anal) Forumlasi dan _ kluisus departementar sektoral network. sistem manajenien
penetapan policy. - penpngpran. juknis dan juklak. informasi edukasi
implementasi penetapan indikator

monitoiing (Lin  keberhasilan peranu an haulm
evaluasi mediasi  penyelesaian sengketa

— Konsultasi & rekomendasi  |Dana. alai teknologi. tenaga ahli
Swasta Koniribusi pada kebijakan. tindakau dan dan sanstat termuipil

f_onuu_la3| . langkah.policy action
||npl_e|ue_nta5|. implementasi. donatur. private
monltorilng dm investment peniellaraan Saran.
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evaluag 1131113 SIthVek

inengludripkan titogsi~~1n

Gambar 1. Peran dan Aktor Pelayanan Publik
Sumber: Sukowati Praptining, 2012

Kebijakan Dan Regulasi CSR

Undang-undang tentang CSR di indonesia tertuang dalam UU PT No. 40 tahun 2007
pasal 74 ayat | yaitu perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab social (CSR) dan
lingkungannya, pereseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi scsuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan lain yang menyentuh CSR
adalah UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa
“Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
Meskipun UU ini telah mengatur sanksi-sanksi secara terperinci terhadap badan usaha atau
usaha perseorangan yang mengabaikan CSR
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pasal 16 ayat d mengatakan setiap penanaman modal bertanggung jawab menjaga
kelestarian lingkungan. Artinya perusahaan penanaman modal berkewajiban
memprogramkan kegiatan CSR sehingga dapat meningkatkan jaminan kelangsungan
aktivitas perusahaan karena ada nya hubungan yang serasi dan saling ketergantungan
antara pengusaha dan masyarakat. Dan (Pasal 34), UU ini baru mampu menjangkau
investor asing dan belum mengatur secara tegas perihal CSR hagi perusahaan nasional.

Demikian pula dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No.4 Tahun 2007 yang
mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR. Seperti kita ketahui,
CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam UU
BUMN dinyatakan bahwa selain mencari keuntungan, peran BUMN adalah juga
memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada pengusaha golongan lemabh,
koperasi dan masyarakat. Melalui kebijakan dan regulasi CSR yang dikeluarkan
pemerintah tersebut, maka parusahaan tidak bisa memandang sebelah mata tentang
tanggung jawabnya dalam pengembangan masyarakat, selain kedaan masyarakat
indonesia yang miskin dan tidak secara cepat dapat ditanggulangi oleh pemerintah, maka
perusahaan yang hasil produksinya digunakan oleh masyarakat, harus memberikan
kontribusi dalam kesejahteraan masyarakat karena walaupun perusahaan sudah
membayar kewajibanya dalam bentuk membayar pajak, tidak jarang aliran dana yang
dihasilkan dari pajak tidak langsung diterima oleh masyarakat miskin, maka dari itu
perusahaan dirasa perlu mengembangkan tanggung jawab sosialnya dalam membantu
masyarakat.

Kebijakan CSR Dan Pelayanan Publik Menuju Good Governance

World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi
dan pencegahan korupsi politik maupun administrasi. Artinya Good governance adalah
penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab, efisien, dan efektif
dengan unsur-unsur profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi. Good governance
dikaitkan dengan otonomi daerah, secara sosiologis disikapi sebagai
pembebasan daerah dari pemerintah pusat dan pembebasan masyarakat daerah dari
kemiskinan. Good governance diartikan sebagai praktek penyelenggaraan kekuasaan dan
kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan
pembangunan dibidang ekonomi pada khususnya.

Konsep Governance sebenarnya merupakan suatu konsep tentang bagaimana
sebaiknya kebijakan publik itu dibuat melalui bagaimana melibatkan aktif Pemerintahan
sendiri, Sektor Swasta (pengusaha), Civil Society (LSM, kelompok profesional dan
sebagainya).Dalam hal ini setiap perusahaan yang didirikan mempunyai tujuan yang sama,
yaitu meningkakan kemakmuran pemilik. Kemakmuran pemilik ini dapat dilihat dari
meningkatnya nilai perusahaan dengan cara going concern perusahaan dapat
dipertahankan dan sarana untuk mempertahankan going concern adalah earning. Tolok
ukur earning merupakan tolok ukur yang paling populer dan paling banyak digunakan
oleh para analis dan pelaku bisnis untuk menilai kinerja perusahaan. Perlunya suatu
perusahaan umtuk mempertahankan going concern juga ditekankan dalam Standar
Akuntansi Keuangan. Dalam standar tersebut ada dua asumsi dasar akuntansi keuangan,
yaitu going concern dan accrual basis. Dengan going concern diartikan bahwa perusahaan
didirikan untuk tujuan jangka panjang, sedangkan accrual basis diartikan bahwa semua
transaksi diakui dan dicatat pada saat terjadinya, bukan saat dibayar atau diselesaikan
dengan kas. Tanggung jawab sosial secara lebih
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sederhana dapat dikatakan sebagai timbal balik perusahaan kepada masyarakat dan
lingkungan sekitarnya karena perusahaan telah mengambil keuntungan atas
masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dimana dalam proses pengambilan keuntungan
tersebut seringkali perusahaan menimbulkan kerusakan lingkungan ataupun dampak sosial
lainnya.

Dalam rangka menciptakan Good CSR hams memadukan empat prinsip yakni
fairness, transparency, accountability dan responsibility, secara harmonis. Selain itu juga
hams menggabungkan kepentingan shareholders dan stakeholders. Untuk itu CSR tidak
hanya fokus pada basil yang ingin dicapai. Namun juga pada proses untuk mencapai hasil
tersebut. Lima langkah di bawah ini bisa dijadikan panduan dalam merumuskan program
CSR yaitu:

1. Engagement. Pendekatan awal kepada masyarakat agar teijalin komunikasi dan
relasi yang baik. Tahap ini juga bisa berupa sosialisasi mengenai rencana
pengembangan program CSR. Tujuan utama langkah ini adalah terbangunnya
pemahaman, penerimaan dan trust masyarakat yang akan dijadikan sasaran CSR.
Modal sosial bisa dijadikan dasar untuk membangun "kontrak sosial” antara
masyarakat dengan perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat.

2. Assessment. Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan dasar
dalam merumuskan program. Tahapan ini bisa dilakukan bukan hanya
berdasarkan needsbased approach (aspirasi masyarakat), melainkan pula
berpijak pada rights-based approach (konvensi internasional atau
standar normatif hak-hak sosial masyarakat).

3. Plan of action. Merumuskan rencana aksi. Program yang akan diterapkan sebaiknya
memerhatikan aspirasi masyarakat (stakeholders) di satu pihak dan misi perusahaan
termasuk shareholders di lain pihak.

4. Action and Facilitation. Ivlenerapkan program yang telah disepakati bersama.
Program bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau organisasi lokal.
Namun, bisa pula difasilitasi oleh LSM dan pihak perusahaan. Monitoring,
supervisi dan pendampingan merupakan kunci keberhasilan implementasi
program.

5. Evaluation and Termination or Reformation. Menilai sejauh mana keberhasilan
pelaksanaan program CSR di lapangan. Bila berdasarkan evaluasi, program akan
diakhiri (termination) maka perlu adanya semacam pengakhiran kontrak dan exit
strategy antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, melaksanakana TOT CSR
melalui capacity building terhadap masyarakat (stakeholders) yang akan
melanjutkan program CSR secara mandiri. Bila ternyata program CSR akan
dilanjutkan (reformation), maka perlu dirumuskan lessons learned bagi
pengembangan program CSR berikutnya. Kesepakatan baru bisa dirumuskan
sepanjang diperlukan.

KESIMPULAN

Masyarakat saat ini sudah mengetahui berbagai informasi dan kritis terhadap
hal-hal yang terjadi, maka dari itu masyarakat saat ini lebih cerdas, kritis dan fariatif
dalam memilih barang yang akan dibelinya, mereka akan memperhatikan image yang
diciptakan oleh perusahaan tersebut, misalnya apakah perusahaan telah berkontribusi
positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, apakah keberadaan
perusahaan tidak menjadi bencana di tengah masyarakat baik jangka pendek maupun
jangka panjang. Dengan kritis konsumen juga selektif melihat apakah suatu
perusahaan tidak melakukan hal-hal tidak terpuji seperti perusakan
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lingkungan, eksploitasi sumberdaya alam, manipulasi pajak dan penindasan terhadap
hak-hak buruh. Hal ini searah dengan konsep Good Governance dimana dalam
mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial harus melibatkan sektor
publik/pemerintah dan sektor swasta/privat serta masyarakat dalam suatu kegiatan
kolektif. Pemerintah sebagai komponen pembuat sekaligus pelaksana kebijakan sudah
saatnya untuk bertindak secara transparan terhadap pelaksanaan-pelaksanaan tugasnya.
Untuk itu, Pemerintah tidak menjalankan suatu kebijakan secara otoriter, namun harus
selalu melibatkan unsur- unsur lain dalam masyarakat, baik sektor swasta maupun
komponen civil society (good governance). Dalam hal ini Pemerintah harus mampu
memberikan respon terhadap dinamika masyarakat yang menghendaki adanya sebuah
kondisi yang transparan dan akuntabel.
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